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GT'BERNT'R LAMPI'NG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020
tentang Cipta Ke4'a dan Pasal I 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 }ralus dilakukan
evaluasi sebelum ditefapkan;

b. bahwa Rancangal Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 d,an Rancangan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi
untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Umum ApBD dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta RpJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfageimara dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menefapkan Keputusan
Gubernur l,ampung tentang Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten pesisir Barat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2O22 dan
Rancangan Peraturan Bupati pesisir Barat tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;



Mengingat

2

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbaltan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 lentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat ([cmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 109, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2020 Nomor l7g1);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah,
Rancalgan peraturan Daerah tentang perubahan Anggarari
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan peraturan Kepala
Daerall tentang penjabaral perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2l Nomor 431);



Menetapkan
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KETIGA

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2Ol8 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);

MEMUTUSKAIT:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN PESISIR
BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O22 d,an Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini yang merupakal bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir
Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal eva,luasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak
ditindaklanjuti oleh Bupati dan DpRD Kabupaten pesisir Barat,
dan Bupati Pesisir Barat menetapkan Rancangan peraturan
Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 menjadi peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati pesisir Barat tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 menjadi Peraturan Bupati pesisir Barat, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 darr Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O22 yang telah disempurnakan dan disesuaikan
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari
Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O22 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati
Pesisir Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dismpaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Ia.mpung paling lambat 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 D"Sar\tLr 2UZl

GT'BERNT'R LAMPUNG,

ARINAI, DJUNAIDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri Repubtik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik tndonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keua-ngan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi L€mpung di Bandar lampung;
4. Inspektur ho\rinsf t rrnFung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi I ^'npung di Baldar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di I<rui.


